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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum terbesar dalam 

sejarahnya. Pemilu ini melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta 

anggota legislatif di tingkat daerah dan pusat secara serentak. Dalam satu waktu, 

rakyat Indonesia memilih pemimpin di lima tingkatan, mulai dari presiden hingga 

anggota DPRD. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan pelaksanaan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu 2019 ini menjadi tonggak 

penting dalam proses demokrasi Indonesia, memperkuat keterlibatan rakyat dalam 

menentukan arah bangsa.
1 

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan sarana perwujudan Kedaulatan 

Rakyat yang mempunyai arti dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 

merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan 

penyelenggaraan negara periode berikutnya. Tidak ada negara demokrasi yang tidak 

menyelengarakan pemilu. Melalui pemilu, rakyat yang merupakan pemilik 

kedaulatan, rakyat menentukan para wakil mereka untuk duduk sebagai anggota 

parlemen (legislatif) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Selain merupakan 

mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses 
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evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Menurut Hermana (2021) salah 

satu syarat pokok perwujudan demokrasi (kedaulatan rakyat) adalah adanya sistem 

Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil (free and fair election). Hal itu akan 

terlaksana dengan baik apabila tersedianya perangkat hukum yang mengatur proses 

pelaksanaan pemilu tersebut sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum 

terhadap semua elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
2
   

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin 

pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang 

profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas maka 

dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri, yang sesuai dengan isi Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 (Mifta Syarif, 2022). 

KPU dibentuk dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pimilihan umum yang 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan wakil presidan, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.  

Dalam menjalankan tugasnya KPU harus berpedoman pada asas: Mandiri, 

jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, 

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana 

yang terdapat dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011, dalam menjalankan pemilu 

KPU dipercayai oleh masyarakat untuk dapat melaksanakan pemilu yang bersih dan 
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 Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan   

pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 
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mampu menampung seluruh hak suara masyarakat.
3
 Oleh karena itu pemilu harus 

dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun pada 

kenyataannya seiring berjalannya waktu kita sering menjumpai berbagai persoalan 

dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan berupa penambahan dan/atau 

pengurangan suara, money politics, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif), black 

campign, dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada kepercayaan 

masyarakat kepada KPU dan menimbulkan aksi protes dari masyarakat hingga 

berakibat pada ketidakstabilan politik di Indonesia. Dengan perkembangan 

penyelenggaraan Pemilu banyak melahirkan keluhan pada implementasinya, pada 

proses dan mekanisme yang tidak jarang mengundang kecurigaan dan kecemburuan 

sebagian masyarakat (termasuk Parpol), dari kecurigaan dan kecemburuan itu, 

kemudian lahir tuntuan-tuntutan pelaksanaan Pemilu yang Luber dan Jurdil. 

Dalam Pasal 488 hingga 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

menjelaskan berbagai perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran tindak pidana 

pemilu. Beberapa di antaranya meliputi:
4
 

1. Melakukan kampanye di luar waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). 

                                                           
3
 Patricia, F., & Yapin, C. (2019). Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui 

Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. Binamulia Hukum. 
4
 Kilapong, C. S. J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lex Crimen. 
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2. Menggunakan fasilitas negara secara tidak sah untuk kepentingan kampanye. 

3. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar terkait daftar pemilih. 

4. Melakukan kampanye dengan cara menyuap atau memberikan uang agar 

seseorang memilih peserta tertentu. 

5. Mengganggu atau mengacaukan jalannya kampanye pihak lain. 

Jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut, pelaku akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan undang-undang. Untuk menangani pelanggaran tindak pidana 

pemilu, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang bertugas 

mengawasi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran hukum dalam pemilu. 

Gakkumdu bekerja untuk memastikan pemilu berlangsung tertib, aman, dan damai, 

serta menindak pelanggaran pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Dibentuknya Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menyamakan pemahaman 

antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam 

menangani pelanggaran tindak pidana pemilu, sehingga tidak terjadi perbedaan 

pendapat dalam proses penanganan hukum
5
. Dalam Pasal 486 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Gakkumdu memiliki peran penting dalam 

penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Peran utama Gakkumdu adalah 

menjaga kemurnian proses pemilu, terutama terkait surat suara, agar tidak ada 

tindakan yang dapat mempengaruhi hasil suara. Beberapa tindakan yang diawasi oleh 

Gakkumdu meliputi penyalahgunaan wewenang, manipulasi surat suara, serta 

pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu integritas pemilu. Gakkumdu 

                                                           
5
 Junaidi, M. (2020). Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jurnal Ius 

Constituendum 
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bertindak sebagai strategi hukum dan pengawasan yang kuat untuk memastikan 

bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil, serta menjaga kepercayaan publik 

terhadap hasil pemilu. 

Proses penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh Gakkumdu mencakup 

beberapa tahapan yang sistematis seperti Menerima Temuan atau Laporan, 

Pengumpulan Alat Bukti dan Kajian Temuan. Tahapan ini dirancang agar 

pelanggaran pidana pemilu dapat ditangani secara objektif dan transparan, serta 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Sentra Gakkumdu dibentuk 

untuk memperkuat penanganan pelanggaran pemilu, dalam praktiknya justru sering 

menghadapi kendala yang menghambat kinerjanya. Beberapa masalah yang muncul 

antara lain: 

1. Kurangnya Penyelidikan Maksimal oleh Kepolisian dan Kejaksaan 

2. Kurangnya Apresiasi terhadap Honorarium dan Fasilitas 

3. Kecenderungan Kepolisian untuk Tidak Memproses Pelanggaran 

4. Tidak Dibebastugaskan dari Instansi Masing-Masing 

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa keberadaan Sentra Gakkumdu belum 

sepenuhnya efektif dalam menangani pelanggaran pemilu, dan diperlukan perbaikan 

sistem serta dukungan yang lebih baik agar dapat berfungsi optimal sesuai dengan 

tujuannya. 

Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam kinerja Sentra Gakkumdu, 

pencapaian Bawaslu dalam mengawal beberapa kasus dugaan pelanggaran pidana 

pemilu menunjukkan bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui pendekatan yang 

konstruktif. selain tentu keseriusan jajaran Bawaslu untuk menegakkan hukum secara 
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tidak pandang bulu sesuai dengan asas penyelenggara pemilu mandiri, jujur, adil, 

kepastian hukum dan professionalitas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam 

bentuk skripsi dengan judul, “Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Dalam 

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (Studi di Badan Pengawas 

Pemilu Kota Medan).“ 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra 

Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Studi di Badan Pengawas Pemilu 

Kota Medan  ? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Studi di Badan 

Pengawas Pemilu Kota Medan? 

3. Apa saja Peran Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam Menanggulangi 

tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) 

Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Medan  ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan yaitu: 

1. Untuk mengetahui upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra 

Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Studi di Badan Pengawas Pemilu 

Kota Medan, agar dapat mengurangi dari kasus tindak pidana pemilu. 

2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum 

Terpadu (Gakkumdu) Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Medan, agar dapat 

memudahkan proses dalam penanggulangan tindak pidana pemilu. 

3. Untuk mengetahui Peran Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam 

Menanggulangi tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum 

Terpadu (Gakkumdu) Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Medan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat dikemukakan oleh 

penulis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan sekaligus 

menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana ”Khususnya 

hukum pada Tindak Pidana Pemilu” 
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2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat bermanfaat menjadi masukan, sumbangan bagi penegakan 

hukum, khususnya dalam memahami kebijakan hukum pidana dalam Tindak 

Pidana Pemilu. 

3.  Manfaat Bagi Diri Sendiri  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri sebagai prasyarat untuk 

meraih gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Pidana 

Universitas HKBP Nommensen Medan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum 

1. Pengertian Pemilihan Umum 

Dalam  Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) menegaskan 

bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan 

ratkyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.51 

Antara lain dijelaskan bahwa makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” 

sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ialah, bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak 

dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk 

pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta 

memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
6
 

Pengertian pemilu menurut para ahli: 

a. Menurut Ramlan bahwa pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan 

pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang 

dipercayai 
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 Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif 

Pancasila. Jurnal Kewarganegaraan 
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b. Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan, pemilu merupakan: Elections are 

the accostions when citizens choose their officials and cecide, what they want 

the government to do. ng these decisions citizens determine what rights they 

want to have and keep. 

c. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: pada hakekatnya, 

pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn 

kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 

1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang 

memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang 

pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan 

politik dan jalannya pemerintahan negara”. 

Pemilihan umum dimaksud, diselenggarakan dengan menjamin prinsip 

keterwakilan, artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang 

duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasinya pada setiap 

tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Menarik, bahwa ternyata 

pelaksanaan pemilu bukanlah hal yang mudah. Prinsip penyelenggaraan pemilu 

sesuai asas langsung, dimaksudkan agar rakyat sebagai pemilih mempunyai hak 

untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa 

perantara.
7
 Demikian juga yang bersifat umum, mengandung makna menjamin 

kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi 
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 Lubis, M. A., Lubis, A. A., & Frensh, W. (2023). Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup. 
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berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan 

status sosial. 

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui 

oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat 

pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta 

semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang 

sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Prakteknya, keinginan 

sebagaimana di atas tidak selamanya dapat dipenuhi. Sebab kecenderungan 

memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan salah satu pihak atau juga partai 

peserta pemilu senantiasa terbuka. Oleh sebab itu seringkali tidak dapat dihindari 

adanya perilaku menyimpang yang cenderung melanggar norma. 

 

2. Komisi lPemilihan Umum 

Menurut Dewi (2022)  lmendefinsikan  lKomisi  lPemilihan  lUmum  lSebagai  

lBerikut:  lKomisi  lPemilihan  lUmum  ladalah  llembaga  lnegara  lyang  lmenyelenggarakan  

lpemilihan  lumum  ldi  lIndonesia,  lyakni  lmeliputi  lPemilihan  lUmum  lAnggota  

lDPR/DPD/DPRD,  lPemilihan  lUmum  lPresiden  ldan  lWakil  lPresiden,  lserta  lPemilihan  

lUmum  lKepala  lDaerah  ldan  lWakil  lKepala  lDaerah.
8

  lKomisi  lPemilihan  lUmum  ltidak  

ldapat  ldisejajarkan  lkedudukannya  ldengan  llembaga-lembaga  lnegara  lyang  llain  lyang  

lkewenangannya  lditentukan  ldan  ldiberikan  loleh  lUUD  l1945.  lBahkan  lnama  lKomisi  

                                                           
8
 Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. Jurnal Ilmu Politik 

dan Pemerintahan. 
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lPemilihan  lUmum  lbelum  ldisebut  lsecara  lpasti  latau  ltidak  lditentukan  ldalam  lUUD  l1945,  

ltetapi  lkewenangannya  lsebagai  lpenyelenggara  lpemilihan  lumum  lsudah  lditegaskan  

ldalam  lPasal  l22E  layat  l(5)  lUUD  l1945  lyaitu  lPemilihan  lumum  ldiselenggarakan  loleh  

lsuatu  lkomisi  lpemilihan  lumum  lyang  lbersifat  lnasional,  ltetap,  ldan  lmandiri.  lArtinya,  

lbahwa  lKomisi  lPemilihan  lUmum  litu  ladalah  lpenyelenggara  lpemilu,  ldan  lsebagai  

lpenyelenggara  lbersifat  lnasional,  ltetap  ldan  lmandiri  l(independen). 

Berdasarkan  ldefinisi  ldi  latas  lyang  ldimaksud  ldengan  lkomisi  lpemilihan  lumum  

ladalah  llembaga  lnegara  lyang  lmenyelenggarakan  lpemilihan  lumum  ldi  lIndonesia  lyang  

lbersifat  lnasional,  ltetap  ldan  lmandiri  l(independen).  lPemilihan  lumum  lyang  

ldiselenggarakan  loleh  lkomisi  lpemilihan  lumum  lmeliputi  lpemilihan  lUmum  lAnggota  

lDPR/DPD/DPRD,  lPemilihan  lUmum  lPresiden  ldan  lWakil  lPresiden,  lserta  lPemilihan  

lUmum  lKepala  lDaerah  ldan  lWakil  lKepala  lDaerah.  lKomisi  lPemilihan  lUmum  l(KPU)  

lmerupakan  lbadan  lyang  lmandiri  ldalam  larti  ltidak  ldibawah  lkekuasaan  llembaga  lNegara  

lyang  llain.  lKomisi  lPemilihan  lUmum  l(disingkat  lKPU)  ladalah  llembaga  lnegara  lyang  

lmenyelenggarakan  lpemilihan  lumum  ldi  lIndonesia.  lKPU  lsangat  lmemegang  lperanan  

lpenting  lsebagai  lpenyelenggara  ldemokrasi  lbagi  lrakyat.  lKarena  litu  luntuk  

lmenyelenggarakan  lpemilu,  ltidak  lperlu  llagi  lpemerintah  lmenerbitkan  laturan  

lpelaksanaannya,  lkecuali  lyang  lbersifat  ladministratif  luntuk  lmemperlancar  lkesiapan  

lteknis  lkarena  lfungsi  lsekretariat  lmasih  lditangan  lpemerintah. 

Salah  lsatu  lhasil  lperubahan  lUUD  l1945  ladalah  lketentuan  lmengenai  lpemilihan  

lumum  ldalam  lUndang–Undang  lDasar  l1945.  lKetentuan  lini  ldimaksudkan  luntuk  

lmemberi  llandasan  lhukum  lyang  llebih  lkuat  lbagi  lpemilu  lsebagai  lsalah  lsatu  lwahana  

lpelaksanaan  lkedaulatan  lrakyat.  lDengan  ladanya  lketentuan  litu  ldalam  lUUD  l1945,  
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lmaka  llebih  lmenjamin  lwaktu  lpenyelenggaraan  lpemilu  lsecara  lteratur  lregular  l(per  llima  

ltahun)  lmaupu  lmejamin  lproses  ldan  lmekanisme  lserta  lkualitas  lpenyelenggaraan  lpemilu  

lyaitu  llangsung,  lumum,  lbebas,  ldan  lrahasia  l(luber)  lserta  ljujur  ldan  ladil  l(jurdil).  

lKetentuan  lmengenai  lpemilu  ldiatur  ldalam  lPasal  l22  lE  lUUD  l1945 menurut 

Boediningsih (2022)  lyakni  lsebagai  lberikut:
9
 

a. Pemilihan  lumum  ldilaksanakan  lsecara  llangsug,  lumum,  lbebas,  lrahasia,  ljujur,  ldan  

ladil  lsetiap  llima  ltahun  lsekali. 

b. Pemilihan  lumum  ldiselenggarakan  lsecara  llangsung  luntuk  lmemilih  langgota 

Dewan  lPerwakilan  lRakyat,  lDewan  lPerwakilan  lDaerah,  lPresiden  ldan  lwakil 

Presiden,  ldan  lDewan  lPerwakilan  lRakyat  lDaerah. 

c. Peserta  lpemilihan  lumum  luntuk  lmemilih  langgota  lDewan  lPerwakilan  lRakyat  

ldan  langgota  lDewan  lPerwakilan  lRakyat  lDaerah  ladalah  lpartai  lpolitik. 

d. Peserta  lpemilihan  lumum  luntuk  langgota  lDewan  lPerwakilan  lDaerah  ladalah  

lperseorangan. 

e. Pemilihan  lumum  ldiselenggarakan  loleh  lsuatu  lkomisi  lpemilihan  lumum  lyang  

lbersifat  lnasional,  ltetap,  ldan  lmandiri. 

f. Ketentuan  llebih  llanjut  ltentang  lpemilihan  lumum  ldiatur  ldengan  lundang–undang. 

KPU  lmenyelenggarakan  ltugas  ldan  lwewenangnya  lberdasarkan  lPerundang–

undangan  lsesuai  ldengan  ltahapan  lyang  lbenar  lpada  lproses  lpenyelenggaraan  lpemilu.  

lDalam  lPasal  l10  lUndang-Undang  lNomor  l3  lTahun  l1999  ltentang  lPemilihan  lUmum  

ldan  lPasal  l2  lKeputusan  lPresiden  lNomor  l16  lTahun  l1999  ltentang  lPembentukan  lKomisi  

                                                           
9
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lPemilihan  lUmum  ldan  lPenetapan  lOrganisasi  ldan  lTata  lKerja  lSekretariat  lUmum  

lKomisi  lPemilihan  lUmum,  ldijelaskan  lbahwa  luntuk  lmelaksanakan  lPemilihan  lUmum, 

Menurut Bella (2022)  lKPU  lmempunyai  ltugas  lkewenangan  lsebagai  lberikut:
10

 

a. Merencanakan  ldan  lmempersiapkan  lpelaksanaan  lPemilihan  lUmum. 

b. Menerima,  lmeneliti  ldan  lmenetapkan  lPartai-partai  lPolitik  lyang  lberhaksebagai  

lpeserta  lPemilihan  lUmum. 

c. Membentuk  lPanitia  lPemilihan  lIndonesia  lyang  lselanjutnya  ldisebut  lPPI  ldan  

lmengkoordinasikan  lkegiatan  lPemilihan  lum  lmulai  ldari  ltingkat  lpusat  lsampai  ldi  

lTempat  lPemungutan  lSuara  lyang  lselanjutnya  ldisebut  lTPS. 

d. Menetapkan  ljumlah  lkursi  langgota  lDPR,  lDPRD  lI  ldan  lDPRD  lII  luntuk  lsetiap  

ldaerah  lpemilihan. 

e. Menetapkan  lkeseluruhan  lhasil  lPemilihan  lUmum  ldi  lsemua  ldaerah  lpemilihan  

luntuk  lDPR,  lDPRD  lI  ldan  lDPRD  lII. 

f. Mengumpulkan  ldan  lmensistemasikan  lbahan-bahan  lserta  ldata  lhasil  lPemilihan  

lUmum. 

g. Memimpin  ltahapan  lkegiatan  lPemilihan  lUmum. 

Sedangkan  ldalam  lPasal  l11  lUndang-Undang  lNomor  l3  lTahun  l1999  ltersebut  ljuga  

lditambahkan,  lbahwa  lselain  ltugas  ldan  lkewenangan  lKPU  lsebagai  ldimaksud  ldalam  

lPasal  l10,  lselambat-lambatnya  l3  l(tiga)  ltahun  lsetelah  lPemilihan  lUmum  ldilaksanakan,  

lKPU  lmengevaluasi  lsistem  lPemilihan  lUmum.  lKomisi  lPemilihan  lUmum  l(KPU)  

lmeskipun  ltugas  lutama  lyang  ldilakukannya  lsebagai  lpelaksana  lpemilihan  lumum  

                                                           
10
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l(bukan  lpengawas  lpemiihan  lumum,  ltetapi  lternyata  lKPU  ljuga  lmenyusun  ldokumen  

lmengenai  lpelanggaran  ldan  lkecurangan  lpemilihan  lumum.  lAda  ldua  ldokumen  lpenting  

lyang  ldisusun  lKPU  lberkaitan  ldengan  lhal  lini,  lyaitu  ldokumen  lpertama  ladalah  lbuku  

linventarisasi  lpelanggaran  ldan  lkecurangan  lPemilihan  lUmum  ldan  ldokumen  lkedua  

ladalah  lbuku  levaluasi  lpelanggaran  ldan  lkecurangan  lPemilihan  lUmum.  lPerbedaan  

lkedua  ldokumen  lini  lsudah  lmenggambarkan  lperbedaan  lsifat  ldari  ldata  lyang  ldisajikan,  

lyang  lpertama  lberisi  linventarisasi  lyang  lmenguraikan  lmasalah,  ltempat  lkejadian  lserta  

lketerangan  ldari  ltiap  lkejadian.  lSementara  ldokumen  lkedua  lberisi  levaluasi  ldari  

lperistiwa  lpelanggaran  ldan  lkecurangan  lyang  lmenguraikan  lsiapa  lpelaku  ldari  

lpelanggaran  latau  lkecurangan  litu,  lkapan  ldan  ldimana  lterjadinya,  luraian  ltindak  lpidana,  

ljenis  ltindak  lpidana,  lpasal  lyang  ldilanggar,  ldan  lbarang  lbukti  lyang  lada. 

 

B. Tinjauan  lUmum  lTentang  lTindak  lPidana  lPemilu 

1. Pengertian  lTindak  lPidana  lPemilu 

Definisi  ltindak  lpidana  lpemilu  lbaru  lmuncul  lpertama  lkali  lsetelah  ldibuatkannya  

lUU.  lNo.  l8  lTahun  l2012.  lHal  lini  ldikarenakan  lsebelumnya  ldalam  lUU.  lNo.  l10  ltahun  

l2008  ltidak  lmenggunakan  listilah  ltindak  lpidana  lpemilu  lmelainkan  lpelanggaran  lpidana  

lpemilu.  lPengertian  ltindak  lpidana  lpemilu  ldalam  lkepustakaan  lsebagaimana  

ldikemukakan  loleh  l Andiraharja
11

,  ltindak  lpidana  lpemilu  ladalah  lsetiap  lorang  latau  

lbadan  lhukum  lataupun  lorganisasi  lyang  ldengan  lsengaja  lmelanggar  lhukum,  

lmengacaukan,  lmenghalang-halangi  latau  lmengganggu  ljalannya  lpemilihan  lumum  

lyang  ldiselenggarakan  lmenurut  lundang-undang.  lDefenisi  lyang  ldikemukakan  loleh  
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lDjoko  lPrakoso  lini  lamat  lsederhana,  lkarena  ljika  ldiperhatikan  lbeberapa  lketentuan  

lpidana  ldalam  lUndang-undang  lPemilu  lsaat  lini  lperbuatan  lmengacaukan,  lmenghalang-

halangi  latau  lmengganggu  ljalannya  lpemilihan  lumum  lhanya  lmerupakan  lsebagian  ldari  

ltindak  lpidana  lpemilu. 

Didalam  lKitab  lUndang  l–  lUndang  lHukum  lPidana  l(KUHP)  lIndonesia  lyang  

lmerupakan  lkitab  lundang–undang  lwarisan  ldari  lmasa  lpenjajahan  lbelanda  lterdapat  

lbeberapa  lpasal  lyang  lmengatur  lmengenai  ltindak  lpidana  lyang  lberkaitan  ldengan  

lpenyelenggaraan  lpemilu.  lKetentuan  lmengenai  ltindak  lpidana  lpemilu  lsebagaimana  

ldiatur  ldalam  lKUHP  ldiantaranya  ladalah  lsebagai  lberikut: 

a. Pasal  l148  lKUHP  lmenentukan  lbahwa: 

“barang  lsiapa  lpada  lwaktu  ldiadakan  lpemilihan  lberdasarkan  laturan-aturan  

lumum,  ldengan  lkekerasan  latau  lancaman  lkekerasan  ldengan  lsengaja  

lmerintangi  lseseorang  lmemakai  lhak  lpilihnya  ldengan  lbebas  ldan  ltidak  

lterganggu,  ldiancam  ldengan  lpidana  lpenjara  lpaling  llama  lsatu  ltahun  lempat  

lbulan” 

 

b. Pasal  l149  lKUHP  lmenentukan  lbahwa: 

1) Barang  lsiapa  lwaktu  ldiadakan  lpemilihan  lberdasarkan  laturan-aturan  

lumum,  ldengan  lmemberi  latau  lmenjanjikan  lsesuatu,  lmenyuap  lseseorang  

lsupaya  ltidak  lmemakai  lhak  lpilihnya,  latau  lsupaya  lmemakai  lhak  litu  

lmenurut  lcara  lyang  ltertentu,  ldiancam  ldengan  lpidana  lpenjara  lpaling  llama  

lsembilan  lbulan  latau  lpidana  ldenda  lpaling  lbanyak  lempat  lribu  llima  lratus  

lrupiah. 

2) Pidana  lyang  lsama  lditerapkan  lkepada  lpemilih,  lyang  ldengan  lmenerima  

lpemberian  latau  ljanji,  lmau  ldisuap  lsupaya  lmemakai  latau  ltidak  lmemakai  

lhaknya  lseperti  ldi  latas. 

 

c. Pasal  l150  lKUHP  lmenentukan  lbahwa: 

“barangsiapa  lpada  lwaktu  ldiadakan  lpemilihan  lberdasarkan  laturan-aturan  

lumum,  lmelakukan  ltipu  lmuslihat  lsehingga  lsuara  lorang  lpemilih  lmenjadi  ltidak  

lberharga  latau  lmenyebabkan  lorang  llain  ldaripada  lyang  ldimaksud  loleh  

lpemilih  litu  lmenjadi  lterpilih,  ldiancam  ldengan  lpidana  lpenjara  lpaling  llama  

lsembilan  ltahun”. 

 

d. Pasal  l151  lKUHP  lmenentukan  lbahwa: 
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“barangsiapa  ldengan  lsengaja  lmemakai  lnama  lorang  llain  luntuk  likut  ldalam  

lpemlihan  lberdasarkan  laturan-aturan  lumum,  ldiancam  ldengan  lpidana  lpenjara  

lpaling  llama  lsatu  ltahun  lempat  lbulan”. 

 

e. Pasal  l152  lKUHP  lmenentukan  lbahwa: 

“barangsiapa  lpada  lwaktu  ldiadakan  lpemilihan  lberdasarkan  laturan-aturan  

lumum  ldengan  lsengaja  lmenggagalkan  lpemungutan  lsuara  lyang  ltelah  

ldiadakan  latau  lmelakukan  ltipu  lmuslihat  lyang  lmenyebabkan  lputusan  

lpemungutan  lsuara  litu  llain  ldari  lyang  lseharusnya  ldiperoleh  lberdasarkan  

lkartu-kartu  lpemungutan  lsuara  lyang  lmasuk  lsecara  lsah  latau  lberdasarkan  

lsuara-suara  lyang  ldikeluarkan  lsecara  lsah,  ldiancam  ldengan  lpidana  lpenjara  

lpaling  llama  lsatu  ltahun  lempat  lbulan”. 

 

Salah  lsatu  lpilar  lpokok  ldalam  lsetiap  lsistem  ldemokrasi  ladalah  ladanya  lmekanisme  

lpenyaluran  lpendapat  lrakyat  lsecara  lberkala  ldan  lberkesinambungan  lmelalui  lpemilihan  

lumum.  lRuang  llingkup  ltindak  lpidana  lpemilu  lmemang  lamat  lluas  lcakupannya,  lmeliputi  

lsemua  ltindak  lpidana  lyang  lterjadi  lpada  lproses  lpenyelenggaraan  lpemilu,  ltermasuk  

ltindak  lpidana  lbiasa  lpada  lsaat  lkampanye  latau  lpenyelenggaraan  lkeuangan  lyang  lterjadi  

ldalam  ltender  lpembelian  lperlengkapan  lpemilu.  lMenurut Yuliawati (2021)  

lmemberikan  ldefenisi  ltindak  lpidana  lpemilu  ldalam  ltiga  lbentuk  lmeliputi:
12

  l 

a. Semua  ltindak  lpidana  lyang  lberkaitan  ldengan  lpenyelenggaraan  lpemilu  lyang  

ldiatur  ldi  ldalam  lUndang-undang  lPemilu. 

b. Semua  ltindak  lpidana  lyang  lberkaitan  ldengan  lpenyelenggaraan  lpemilu  lyang  

ldiatur  ldi  ldalam  lmaupun  ldi  lluar  lUndang-undang  lPemilu  l(misalnya  ldalam  

lUndang-undang  lPartai  lPolitik  lataupun  ldi  ldalam  lKUHP). 

c. Semua  ltindak  lpidana  lyang  lterjadi  lpada  lsaat  lpemilu  l(termasuk  lpelanggaran  llalu  

llintas,  lpenganiayaan,  lkekerasan,  lperusakan  ldan  lsebagainya. 
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Pengertian  lpertama  lmerupakan  ldefenisi  lyang  lpaling  lsempit  ldari  lketiga  

lpengertian  ldi  latas,  ltetapi  lsekaligus  lpengertian  lyang  lpaling  ltegas  ldan  lfokus,  lyaitu  

lhanya  ltindak  lpidana  lyang  ldiatur  ldalam  lUndang  l–  lUndang  lPemilu  lsaja.  lDengan  

lcakupan  lseperti  litu  lmaka  lorang  lakan  ldengan  lmuda  lmencari  ltindak  lpidana  lpemilu  

lyaitu  ldi  ldalam  lUndang-undang  lPemilu.  lBerkenaan  ldengan  lmasalah  ltersebut  lmaka  l 

Siahaan, M. (2021),  lmelakukan  lreenisi  ltindak  lpidana  lpemilu,  lterhadap  lpengertian  

ltindak  lpidana  lpemilu  lmenjadi  ldua  lkategori:
13

 

a. Tindak  lpidana  lpemilu  lkhusus  ladalah  lsemua  ltindak  lpidana  lyang  lberkaitan  

ldengan  lpemilu  ldan  ldilaksanakan  lpada  ltahapan  lpenyelenggaraan  lpemilu  lbaik  

lyang  ldiatur  ldalam  lUndang-Undang  lpemilu  lmaupun  ldalam  lUndang-  lUndang  

ltindak  lpidana  lpemilu. 

b. Tindak  lpidana  lpemilu  lumum  ladalah  lsemua  ltindak  lpidana  lyang  lberkaitan  

ldengan  lpemilu  ldan  ldilaksanakan  lpada  ltahappenyelenggaraan  lpemilu  lbaik 

yang  ldiatur  ldalam  lUndangUndang  lPemilu  lmaupun  ldalam  lUndang-Undang  

lTindak  lPidana  lPemilu  ldan  lpenyelesaiannya  ldi  lluar  ltahapan  lpemilu  lmelalui  

lPeradilan  lUmum. 

2. Jenis-Jenis  lTindak  lPidana  lPemilu 

Tindak  lpidana  lpemilu  lyang  ldiatur  ldalam  lUU  lNo.  l8  lTahun  l2012  lterbagi  lmenjadi  

ldua  lyaitu  lpelanggaran  ldan  lkejahatan.  lDalam  lMemorie  lvan  lToelichting  l(MvT)  

lditerangkan,  lbahwa  lpembedaan  ldan  lpengelompokan  ltindak  lpidana  lmenjadi  lkejahatan  

ldan  lpelanggaran. Menurut Bambang (2021)  ldidasarkan  lpada  lpemikiran  lbahwa: 
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a. Pada  lkenyataannya  ldalam  lmasyarakat  lada  lsejumlah  lperbuatan-perbuatan  lyang  

lpada  ldasarnya  lsudah  lmengandung  lsifat  lterlarang  l(melawan  lhukum)  lyang  

lkarenanya  lpembuatnya  lpatut  ldijatuhi  lpidana  lwalaupun  lkadang-kadang  

lperbuatan  lseperti  litu  ltidak  ldinyatakan  ldalam  lundang-undang; 

b. Adanya  lperbuatan-perbuatan  lyang  lbaru  lmempunyai  lsifat  lterlarang  ldan  lkepada  

lpembuatnya  ldiancam  ldengan  lpidana  lsetelah  lperbuatan  ldinyatakan  ldalam  

lundang-undang.
14

 

Tindak  lpidana  lpemilu  ltergolong  lke  ldalam  lranah  lhukum  lpidana  lkhusus  latau  lsering  

ljuga  ldisebut  ldengan  listilah  ltindak  lpidana  lkhusus.  lMenurut  lTeguh  lPrasetyo,  lsecara  

lprinsipil  listilah  lhukum  lpidana  lkhusus  ldengan  ltindak  lpidana  lkhusus  ltidak  lada  

lperbedaan  ldiantara  lkeduanya.  lHal  lini  ldikarenakan  lkedua  listilah  litu  ladalah  lUU  lpidana  

lyang  lberada  ldiluar  lhukum  lpidana  lumum  lyang  lmempunyai  lpenyimpangan  ldari  

lhukum  lpidana  lumum  lbaik  ldari  lsegi  lhukum  lpidana  lmateriil  lmaupun  ldari  lsegi  lhukum  

lpidana  lformal.  lKalau  ltidak  lada  lpenyimpangan  lmaka  ltidaklah  ldisebut  lhukum  lpidana  

lkhusus  latau  lhukum  ltindak  lpidana  lkhusus. 

Sebagai  lsuatu  ltindak  lpidana  lkhusus  lmaka  ltindak  lpidana  lpemilu  lmempunyai  

lkarakteristik  ltersendiri  ldibandingkan  ldengan  ltindak  lpidana  lpada  lumumnya.  

lKarakteristik  lkhusus  ldalam  ltindak  lpidana  lpemilu  ldiartikan  lsebagai  lciri  latau  lbawaan  

lyang  lumum  ldan  lsering  lterjadi  lketika  lpersiapan  lpemilihan  lumum,  lproses  lpemilihan  

lumum  ldan  lsetelah  lpemilihan  lumum  lberlangsung.  lTindak  lPidana  lpemilu  lbiasanya  

ldilakukan  loleh  lpara  lpolitisi  lsebelum  lmendapatkan  lkekuasaan.  lPolitisi  lmelakukan  
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lpraktek-praktek  lharam  lpada  lsaat  lPemilu  luntuk  lmempengaruhi  lpemilih.  lManifestasi  

lyang  lpaling  lumum  ldan  lmencolok  ldari  lpidana  lpemilu  ladalah  lmenyuap  lpemilih  lsecara  

llangsung. 

Karakteristik  lpidana  lpemilu,  lakan  lmemberikan  lgambaran  lbagaimana  lpara  lpihak  

lyang  lada  ldalam  llingkup  lpemilu  lmembuat  lstrategi  lagar  ltidak  lterjerat  ldengan  ltindak  

lpidana  lpemilu  lsaat  lpelaksanaan  lpemilu  lberlangsun. Menurut Rasahan, S. R. (2024) 

dalam  lpenelitian  lyang  ldilakukan  loleh  nWiwik  lAfifah  lselaku  ldosen  lfakultas  lhukum  ldi  

lUntag  lSurabaya,  lada  lbeberapa  lkarakteristik  lkhusus  lyang  lmelekat  lpada  ltindak  lpidana  

lpemilu  lyaitu:
15

 

a. Politik  ltransaksional  latau  llebih  ldikenal  ldengan  ljual  lbeli  lsuara,  ldimana  lpartai  

lpolitik  latau  lkandidat  lmembeli  lsuara  lpemilih  ldengan  lmenggunakan  luang,  larang,  

ljasa,  ljabatan  lataupun  lkeuntungan  lfinansial  llainnya  ldan  lpemilih  lataupun  

lsekumpulan  lpemilih  lmenjual  lsuaranya  lke  lkandidat. 

b. Membeli  lkursi,  ldimana  lorang  lataupun  lkelompok  lkepentingan  lmencoba  luntuk  

lmembeli  lnominasi  lagar  ldicalonkan  ldalam  lpemilu.  lModus  lmembeli  lnominasi  

ldimana  lpolitisi  lberupaya  luntuk  ldinominasikan  lmenjadi  lcalon  llegislatif  ldengan  

lcara  lmemberi  luang,  lmembayar  ldengan  lsejumlah  l  lbarang  latau  lmemberi  ljanji  

lpada  lelit  lpartai.  lPembelian  l‟kursi‟  lmasih  lmenjamur  lakibat  ldari  lproses  lseleksi  

ldan  lpenetapan  lcalon  loleh  lpartai-partai  lpolitik  lmasih  ljauh  luntuk  ldisebut  

ldemokratis  ldan  lpartisipatif. 

c. Manipulasi  ldalam  ltahapan  ldan  lproses  lpemilu,  ldimana  lKandidat  lmelakukan  

lmanipulasi  ladministratif  lbaik  lpada  lsaat  lpra,  lproses  lpemungutan,  lperhitungan,  
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lproses  lrekapitulasi  ldengan  lcara  lmerubah,  lmenghambat  latau  lmemanipulasi  

ltahapan  ldan  lkelengkapan  ladministratif  luntuk  lkepentingan  lpemenangan. 

d. Dana  lkampanye  lyang  l“mengikat”  lmenjadikan  lsumbangan  lkepada  lpartai  

lataupun  lkandidat  lsebagai  linvestasi  lpolitik.  lModus  lkeempat  ladalah  lpendanaan  

lkampanye  lyang  lmengikat,  lyaitu  lpara  ldonatur  lmenjadikan  lsumbangan  lkepada  

lpartai  lataupun  lkandidat  lsebagai  linvestasi  lpolitik.  L 

 

3. Pengaturan  lTindak  lPidana  lPemilu  ldi  lIndonesia 

Pemilihan  lumum  ldi  lIndonesia  ldiatur  ldalam  lUndang-undang  lNo.7  lTahun  l2017  

lTentang  lPemilihan  lUmum  lyang  ldidalamnya  lterdapat  l573  lPasal.  lDalam  lundang-

undang  lini,  lterdapat  laturan  lyang  lmengatur  lsecara  lkhusus  lmengenai  ltindak  lpidana  

lpemilu  lsebanyak  l78  lPasal  lyakni  lPasal  l476  lsampai  lPasal  l554.  l 

Ketentuan  ltindak  lpidana  lpemilu  lsecara  lhukum  lmateril  ltidak  lhanya  ldiatur  ldalam  

lUndang-undang  lNo.  l7  lTahun  l2017,  ltetapi  ljuga  ldiatur  ldalam  lKitab  lUndang-Undang  

lHukum  lPidana  l(KUHP)  lyang  ldidalamnya  lmengatur  ltentang  ltindak  lpidana  lpemilu  

lbaik  lnorma  lmaupun  lsanksinya.  lAturan  lmengenai  ltindak  lpidana  lpemilu  ldalam  lKUHP  

lterdapat  lpada  lPasal  l148,  lPasal  l149  layat  l(1)  ldan  layat  l(2),  lPasal  l150,  lPasal  l151  ldan  

lPasal  l152  lKitab  lUndang  lUndang  lHukum  lPidana  l(KUHP). 

 

Tabel  l2.1:  lKitab  lUndang-Undang  lHukum  lPidana  l(KUHP)  lTentang  lTindak  lPidana 

Pemilu 

No Pasal Jenis  lTindak  lPidana Sanksi 

1 148  lKUHP Merintangi  lorang 

menjalankan  lhaknya 

dalam  lmemilih 

Pidana  lpenjara  lpaling  

llama 

1  ltahun  lempat  lbulan 
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2 149  lKUHP Penyuapan Pidana  lpenjara  lpaling  

llama 

Sembilan  lbulan 

3 150  lKUHP Perbuatan  lTipu  

lMuslihat 

Pidana  lpenjara  lpaling  

llama 

Sembilan  lbulan 

4 151  lKUHP Mengaku  lsebagai  lorang 

Laian 

Pidana  lpenjara  loaling  

llama 

satu  ltahun  lempat  

lbulan 

5 152  lKUHP Menggagalkan 

pemungutan  lsuara  lyang 

telah  ldilakukan  latau 

melakukan  ltipu  

lmuslihat 

Pidana  lpenjara  lpaling  

llama 

dua  ltahun 

Sumber:  lKitab  lUndang-undang  lHukum  lPidana 

Banyaknya  lpasal-pasal  ltindak  lpidana  lpemilu  ldalam  lUndang-undang  lNo.7  

lTahun  l2017  ltentang  lPemilihan  lUmum,  lpenulis  ldalam  lpenelitian  lini  lakan  

lmemaparkan  lupaya  lkepolisian  lberupa  lproses  lpenanganan  ltindak  lpidana  lpemilu  lsejak  

lpenerimaan  llaporan  lhasil  ltemuan  ldari  lBawaslu  lhingga  lpenyerahan  lhasil  lpenyidikan  

lyang  ldisertai  ldengan  lberkas  lperkara  lkepada  lkejaksaan  lselaku  lpenuntut  lumum  

lsebagaiana  lyang  ltelah  ldiatur  ldalam  lpasal  l476  lsampai  lpasal  l480  lUndang-undang  lNo.7  

ltahun  l2017. 

Pasal  l476: 

(1) Laporan  ldugaan  ltindak  lpidana  lpemilu  lditeruskan  loleh  lbawaslu,  lbawaslu  

lprovinsi,  lbawaslu  lkabupaten/kota,  ldan/atau  lpanwaslu  lkecamatan  lkepada  

lkepolisian  lnegara  lrepublik  lIndonesia  lpaling  llama  l1  lx  l24  l(satu  lkali  ldua  lpuluh  

lempat)  ljam  lsejak  lbawaslu  lbawaslu  lprovinsi,  lbawaslu  lkabupaten/kota,  

ldan/atau  lpanwaslu  lkecamatan  lmenyatakan  lbahwa  lperbuatan  latau  ltindakan  

lyang  ldiduga  lyang  lmerupakan  ltindak  lpidana  lpemilu. 

(2) Perbuatan  latau  ltindakan  lyang  ldiduga  lmerupakan  ltindak  lpidana  lpemilu  

lsebagaimana  ldimaksud  lpada  layat  l(1)  ldinyatakan  loleh  lbawaslu,  lbawaslu  

lprovinsi,  lbawaslu  lkabupaten/kota,  ldan/atau  lpanwaslu  lkecamatan  lsetelah  
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lberkoordinasi  ldengan  lkepolisian  lnegara  lrepublik  lIndonesia,  ldan  lkejaksaan  

lagung  lrepublik  lIndonesia  ldalam  lGakkumdu. 

(3) Laporan  ldugaan  ltindak  lpidana  lpemilu  lsebagaimana  ldimaksud  lpada  layat  l(1)  

ldisampaikan  lsecara  ltertulis  ldan  lpaling  lseditik  lmemuat: 

a. Nama  ldan  lalamat  lpelapor; 

b. Pihak  lterlapor; 

c. Waktu  ldan  ltempat  lkejadian  lperkara;  ldan 

d. Uraian  lkejadian. 

 

Pasal  l477: 

Penyelidikan,  lpenyidikan,  lpenuntutan,  ldan  lpemeriksaan  ltindak  lpidana  lPemilu  

ldilakukan  lberdasarkan  lUndang-Undang  lNomor  l8  lTahun  l1981  ltentang  lHukum  

lAcara  lPidana,  lkecuali  lditentukan  llain  ldalam  lUndang-Undang  lini. 

 

Pasal  l478: 

Untuk  ldapat  lditetapkan  lsebagai  lpenyelidik  ldan  lpenyidik  ltindak  lpidana  lPemilu  

lharus  lmemenuhi  lpersyaratan  lsebagai  lberikut: 

a. telah  lmengikuti  lpelatihan  lkhusus  lmengenai  lpenyelidikan  ldan  lpenyidikan  

ltindak  lpidana  lPemilu; 

b. cakap  ldan  lmemiliki  lintegritas  lmoral  lyang  ltinggi  lselama  lmenjalankan  

ltugasnya;  ldan 

c. tidak  lpernah  ldijatuhi  lhukuman  ldisiplin. 

 

Pasal  l479: 

Penyelidik  ldalam  lmelakukan  lpenyelidikan  lmenemukan  lbukti  lpermulaan  lyang  

lcukup  ladanya  ldugaan  ltindak  lpidana  lPemilu,  lhasil  lpenyelidikannya  ldisertai  

lberkas  lperkara  ldisampaikan  lkepada  lpenyidik  lpaling  llama  l1  lx  l24  l(satu  lkali  ldua  

lpuluh  lempat)  ljam. 

 

Pasal  l480: 

(1) Penyidik  lKepolisian  lNegara  lRepublik  lIndonesia  lmenyampaikan  lhasil  

lpenyidikannya  ldisertai  lberkas  lperkara  lkepada  lpenuntut  lumum  lpaling  llama  

l14  l(empat  lbelas)  lhari  lsejak  lditerimanya  llaporan  ldan  ldapat  ldilakukan  ldengan  

ltanpa  lkehadiran  ltersangka. 

(2) Dalam  lhal  lhasil  lpenyidikan  lbelum  llengkap,  ldalam  lwaktu  lpaling  llama  l3  

l(tiga)  lhari  lpenuntut  lumum  lmengembalikan  lberkas  lperkara  lkepada  lPenyidik  

lKepolisian  lNegara  lRepublik  lIndonesia  ldisertai  lpetunjuk  ltentang  lhal  lyang  

lharus  ldilakukan  luntuk  ldilengkapi. 

(3) Penyidik  lKepolisian  lNegara  lRepublik  lIndonesia  ldalam  lwaktu  lpaling  llama  l3  

l(tiga  lhari  lsejak  ltanggal  lpenerimaan  lberkas  lsebagaimana  ldimaksud  lpada  layat  
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l(2)  lharus  lsudah  lmenyampaikan  lkembali  lberkas  lperkara  ltersebut  lkepada  

lpenuntut  lumum. 

(4) Penuntut  lumum  lmelimpahkan  lberkas  lperkara  lsebagaimana  ldimaksud  lpada  

layat  l(1)  ldan  layat  l(3)  lkepada  lPengadilan  lNegeri  lpaling  llama  l5  l(lima)  lhari  

lsejak  lmenerima  lberkas  lperkara  ldan  ldapat  ldilakukan  ldengan  ltanpa  lkehadiran  

ltersangka. 

 

Secara  lhukum  lformil  lDalam  lproses  lpembuktian  ltindak  lpidana  lpemilu,  lUndang-

undang  lNo.7  lTahun  l2017  ltidak  lmengatur  lsecara  lkhusus  lmengenai  lproses  lpembuktian  

ldalam  lperkara  ltindak  lpidana  lpemilu.  lDalam  lpasal  l481  lUndang-undang  lNo.7  ltahun  

l2017  l(1)  lyang  lmenyatakan,  l“Pengadilan  lnegeri  ldalam  lmemeriksa,  lmengadili,  ldan  

lmemutus  lperkara  ltindak  lpidana  lpemilu  lmenggunakan  lkitab  lundang-undang  lhukum  

lacara  lpidana,  lkecuali  lditentukan  llain  ldalam  lundang-undang  lini”.  lKetentuan  ldalam  

lUndang-undang  ltersebut  lmenjelaskan  lbahwa  lproses  lpembuktian  ltindak  lpidana  

lpemilu  ltetap  lmengikuti  lapa  lyang  ldiatur  ldalam  lKUHAP,  lkecuali  lketentuan  llain  lyang  

ldiatur  lsecara  lkhusus  ldalam  lUndang-undang  lPemilu. 

Dalam  lperkembangan  ltindak  lpidana  lpemilu  lyang  lsering  lterjadi  ldi  lIndonesia, 

tindakan  lyang  lterjadi  ltidak  lhanya  lmeliputi  lpolitik  luang  ldan  lmanipulasi  lsuara,  ltetapi  

ljuga  lberupa  ltindakan  lujaran  lkebencian  ldan  lpenyebaran  lberita  lpalsu  latau  ltidak  lbenar  

l(hoax)  lyang  ltindakan  ltersebut  lsering  ldilakukan  lmelalui  lmedia  lelektronik  lmaupun  

lmedia  lmassa  ldan  lhal  lini  lpun  lmenjadi  ltindakan  lyang  lcenderung  lmerugikan  lorang  llain  

l(peserta  lpemilu).  lBerdasarkan  lperistiwa  ltersebut  lmenjadikan  lUndang-undang  lNomor  

l19  lTahun  l2016  lTentang  lITE  l(Informasi  ldan  lTransaksi  lElektronik)  lsebagai  lsalah  lsatu  

linstrumen  lhukum  lyang  ldapat  ljuga  ldigunakan  luntuk  lmenjerat  lpelaku  ldalam  lkasus  

ltindak  lpidana  lpemilu. 
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4. Faktor  lPenyebab  lTimbulnya  lTindak  lPidana  lPemilu 

Ditinjau  ldari  lperspektif  lkondisi  lsecara  lobjektif  lfaktual,  lmaka  lpotensi  

lpelanggaran  ldalam  lpemilu  lmasih  lcukup  ltinggi  ldan  ldapat  lberlangsung  lsecara  lintens  

ldan  leksplosif  lkarena  lfaktor-faktor  lberikut.
16

 

a. Masyarakat  lIndonesia  lmasih  ltergolong  lun-educated  ldan  lun-skill.  lDengan  

lkondisi  llatar  lbelakang  lini  lmaka  lmayoritas  lmasyarakat  lkita  lmasih  lmudah  luntuk  

ldieksploitasi,  ldiperalat,  ldimanipulasi  luntuk  lmelakukan  laneka  ltindak  lpidana  

lpemilu. 

b. Mayoritas  lrakyat  lIndonesia,  lsecara  lsosial  lekonomi  lmasih  lberstatus  ltidak  

lmampu  ldan  ldalam  lkonteks  lmakro  lsecara  lnasional,  lbangsa  lkita  lhingga  lkini  

lmasih  lterpuruk  ldalam  lberbagai  lkrisis  lmultidimensional.  lDengan  lkondisi  lini  

lmaka  lmayoritas  lmasyarakat  lkita  lakan  lmudah  lterpancing  lataupun  ldimanipulasi  

ldan  ldieksploitasi  luntuk  lmelakukan  lberbagai  ltindak  lpidana  lpemilu  lmelalui  

lpraktek-praktek  lseperti  lmoney  lpolitics,  liming-iming  limbalan  ldan  lsebagainya. 

c. Kultur  lpolitik  lmasyarakat  lkita  lmasih  llekat  ldan  lkental  ldengan  lbudaya  lPatron-

Client,  ldimana  lmereka  ldengan  lsangat  lmengidolakan  ltokoh-tokoh  ltertentu  

lsecara  lmembuta  lhanya  lberdasarkan  lkedekatan  ldan  lpertimbangan  lemosional  

lbelaka  ltanpa  ldisertai  lrasionalitas  lyang  lproporsional  ldan  lobjektif. 

d. Masif-nya  lperilaku  ldan  lbudaya  laroganisme,  lpartisanisme,  lparsialisme,  ldan  

lsubjektivisme  ldari  lpara  lelit  lpartai-partai  lpolitik  lkita  lkurang  lmendidik  lrakyat.  

lBahkan  lcenderung  lsangat  lmerugikan  lmasyarakat. 

                                                           
16

 Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., & Wardana, F. O. (2022). Dinamika money politik pada 

pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo. Perspektif. 
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e. Masih  ltimpangnya  l(besarnya  lgap)  lrasio  lyang  lproporsional  lantara  ljumlah  

laparatur  lpenegak  lhukum,  lterutama  ljajaran  lPolri,  ldengan  lluas  lwilayah  ldan  

lkepadatan  ljumlah  lpenduduk  lmasyarakat  lkita  ldi  lseantero  lnusantara,  lsehingga  

lkegiatan  lpencegahan,  lpendeteksian,  ldan  lpenindakan  lterhadap  lpara  lpelaku  

ltindak  lpidana  lpemilu  lakan  lsulit  ldiminimalisasi. 

f. Adanya  lkendala  lketerbatasan  langgaran,  lfasilitas,  lmobilitas  lkerja  lsama  ljumlah  

lpersonalia  lPanwaslu  ldi  lsemua  ljenjang  ltingkatan.  lHal  lini  lterutama  lakan  

ldirasakan  ldalam  loperasionalisasi  lpengawasan  ldi  ltingkat  lkecamatan,  

lkota/kabupaten  lserta  lprovinsi. 

C. Tinjauan  lUmum  lTentang  lSentra  lGakkumdu 

1. Pengertian  lSentra  lPenegakan  lHukum  lTerpadu  l(Gakkumdu) 

Sentra  lPenegakan  lHukum  lTerpadu,  latau  lyang  ldikenal  lsebagai  lSentra  

lGakkumdu,  ladalah  lpusat  laktivitas  lyang  ldibentuk  luntuk  lmenangani  lpenegakan  lhukum  

lterkait  lTindak  lPidana  lPemilu.  lSentra  lGakkumdu  lterdiri  ldari  lunsur-unsur  lseperti:  

lBawaslu,  lBawaslu  lProvinsi,  ldan/atau  lBawaslu  lKabupaten/Kota,  lKepolisian  lNegara  

lRepublik  lIndonesia,  lKepolisian  lDaerah  ldan/atau  lKepolisian  lResor,  lKejaksaan  lAgung  

lRepublik  lIndonesia  ldan  lKejaksaan  lTinggi  ldan/atau  lKejaksaan  lNegeri.  lKerja  lsama  

lantara  lbeberapa  lunsur  lini  lbertujuan  luntuk  lmenjamin  lbahwa  lpenanganan  lpelanggaran  

lpemilu  ldilakukan  lsecara  lprofesional,  ltransparan,  ldan  lsesuai  ldengan  lhukum  lyang  

lberlaku.  lSentra  lGakkumdu  ldibentuk  luntuk  lmemastikan  lpenegakan  lhukum  lyang  

lterpadu,  lefektif,  ldan  lefisien  ldalam  lpemilu. 

Sentra  lPenegakan  lHukum  lTerpadu  l(Sentra  lGakkumdu)  lmerupakan  llangkah  

lawal  lyang  lkrusial  ldalam  lpenanganan  ltindak  lpidana  lpemilihan  lumum.  lPerannya  
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lsangat  lpenting  ldalam  lmenentukan  larah  ldan  ltujuan  llaporan  lserta  ldugaan  ltindak  lpidana  

lpemilu.
17

  lSebagai  lpusat  lkoordinasi  lantara  lBawaslu,  lKepolisian,  ldan  lKejaksaan,  

lGakkumdu  lharus  lmemastikan  lbahwa  lsetiap  llaporan  latau  ldugaan  lpelanggaran  lpemilu  

lditangani  ldengan  ltepat,  lcepat,  ldan  lsesuai  lprosedur  lhukum. 

Agar  ltujuan  lSentra  lGakkumdu  ltercapai,  lbeberapa  laspek  lpenting  lyang  lperlu  

ldiperhatikan  lmeliputi (Hidayatullah, 2024). 

1. Efektivitas  lKoordinasi:  lSetiap  lunsur  ldi  ldalam  lGakkumdu  lharus  lbekerja  lsama  

lsecara  lmaksimal,  ldengan  lkomunikasi  lyang  llancar  ldan  lkoordinasi  lyang  lsolid  

lantara  lBawaslu,  lKepolisian,  ldan  lKejaksaan. 

2. Kecepatan  ldan  lKetepatan  lPenanganan:  lWaktu  lmenjadi  lfaktor  lpenting  ldalam  

lpemilu,  lsehingga  lsetiap  ldugaan  lpelanggaran  lharus  lditindaklanjuti  ldengan  lcepat  

ldan  ltepat  lagar  ltidak  lmengganggu  lproses  lpemilu  lsecara  lkeseluruhan. 

3. Transparansi  ldan  lAkuntabilitas:  lPenanganan  ltindak  lpidana  lpemilu  lharus  

ldilakukan  lsecara  lterbuka  ldan  lakuntabel  luntuk  lmembangun  lkepercayaan  lpublik  

lterhadap  lproses  lpemilu  ldan  lhasilnya. 

4. Profesionalisme  ldalam  lPenegakan  lHukum:  lSentra  lGakkumdu  lharus  

lmenjunjung  ltinggi  lprinsip  lhukum  lyang  ladil,  ltanpa  lpandang  lbulu,  lagar  lhasil  

lpemilu  ldapat  lmencerminkan  lpilihan  lrakyat  ldengan  ljujur  ldan  ladil. 

Dengan  lbekerja  lsecara  lmaksimal,  lSentra  lGakkumdu  ldiharapkan  ldapat  lmenjadi  

linstrumen  lyang  lefektif  ldalam  lmemastikan  lbahwa  lpemilu  lberlangsung  ldengan  

lintegritas  ltinggi  ldan  lbebas  ldari  lpelanggaran  lyang  ldapat  lmencederai  ldemokrasi. 

                                                           
17

 Alfiantoro, H. (2018). Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana 

Pemilu. Jurnal Adhyasta Pemilu. 
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Dalam  lUndang-Undang  lNomor  l7  lTahun  l2017  lTentang  lPemilihan  lUmum  

lmengatur  ltentang  lpembentukan  lSentra  lPenegakan  lHukum  lTerpadu  ldengan  ltujuan  

luntuk  lmenyamakan  lpemahaman  ldan  lpola  lpenanganan  ltindak  lpidana  lPemilu,  

lBawaslu,  lKepolisian  lNegara  lRepublik  lIndonesia,  ldan  lKejaksaan  lAgung  lRepublik  

lIndonesia. 

2. Kewenangan  lSentra  lPenegakan  lHukum  lTerpadu  l(Gakkumdu) 

Menurut Syafrizal (2022) Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan seperti 

berikut: 

1. Sentra  lGakkumdu  lPusat  lberwenang  lmenangani  ldugaan  lTindak  lPidana  

lPemilihan  ldi  lseluruh  lWilayah  lNegara  lKesatuan  lRepublik  lIndonesia. 

2. Sentra  lGakkumdu  lProvinsi  lberwenang  lmenangani  ldugaan  lTindak  lPidana  

lPemilihan  ldi  lWilayah  lProvinsi. 

3. Sentra  lGakkumdu  lKabupaten/Kota  lberwenang  lmenangani  ldugaan  lTindak  

lPidana  lPemilihan  ldi  lWilayah  lKabupaten/Kota. 

4. Dalam  lkeadaan  ltertentu  lSentra  lGakkumdu  lPusat  ldapat  lmelimpahkan  

lpenanganan  ldugaan  lTindak  lPidana  lPemilihan  lkepada  lSentra  lGakkumdu  

lProvinsi  ldan  lSentra  lGakkumdu  lKabupaten/Kota.
18

 

3. Tugas  lpokok  ldan  lfungsi  lSentra  lPenegakan  lHukum  lTerpadu  l(Gakkumdu) 

Menurut Alfiantoro, H. (2018). Tugas  lpokok  lSentra  lPenegakan  lHukum  

lTerpadu  l(Gakkumdu) seperti berikut: 

                                                           
18

 Syafrizal, S. (2022). Efektivitas Kewenangan Sentra Penegak Hukum Terpadu Dalam Melakukan Penanganan 

Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Barat). 
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1. Melakukan  lKoordinasi  ldalam  lproses  lpenanganan  lTindak  lPidana  lPilkada. 

2. Melakukan  lKoordinasi  ldengan  lKemenlu  lRI  ldalam  lproses  lpenanganan  lTindak  

lpidana  lPilkada  lyang  lterjadi  ldi  lluar  lNegeri. 

3. Melakukan  lpelatihan  lserta  lbimbingan  lteknik  lterhadap  lSentra  lGakkumdu  lProv  

ldan  lKab/Kota  l(untuk  lSentra  lGakkumdu  lPusat). 

4. Melakukan  lsupervise  ldan  levaluasi  lterhadap  lSentra  lGakkumdu  lProv  ldan  

lKab/Kota  l(untuk  lSentra  lGakkumdu  lPusat  ldan  lSentra  lGakkumdu  lProvinsi). 

5. Menyampaikan  lLaporan  lpelaksanaan  lpenanganan  lTindak  lPidana  lPemilu  

lkepada  lSentra  lGakkumdu  lPusat  l(untuk  lSentra  lGakkumdu  lProvinsi)  ldan  lSentra  

lGakkumdu  lKab/Kota  lkepada  lSentra  lGakkumdu  lProvinsi. 

Menurut Kusuma, L. (2020)  lSentra  lGakkumdu  lberfungsi  lsebagai: 

1. Sebagai  lforum  lkoordinasi  lantara  lPengawas  lPemilu,  lKepolisian  lNegara  

lRepublik  lIndonesia  ldan  lKejaksaan  lRepublik  lIndonesia  ldalam  lproses  

lpenanganan  lTindak  lPidana  lPemilu. 

2. Melakukan  lKoordinasi  ldengan  lKemenlu  lRI  ldalam  lproses  lpenanganan  lTindak  

lPidana  lPemilu  lyang  lterjadi  ldi  lluar  lNegeri. 

3. Melakukan  lpelatihan  lserta  lbimbingan  lteknik  lterhadap  lSentra  lGakkumdu  lProv  

ldan  lKab/Kota  l(untuk  lSentra  lGakkumdu  lPusat). 

4. Melakukan  lsupervise  ldan  levaluasi  lterhadap  lSentra  lGakkumdu  lProv  ldan  

lKab/Kota  l(untuk  lSentra  lGakkumdu  lPusat  ldan  lSentra  lGakkumdu  lProvinsi). 
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5. Menyampaikan  lLaporan  lpelaksanaan  lpenanganan  lTindak  lPidana  lPemilu  

lkepada  lSentra  lGakkumdu  lPusat  l(untuk  lSentra  lGakkumdu  lProvinsi)  ldan  lSentra  

lGakkumdu  lKab/Kota  lkepada  lSentra  lGakkumdu  lProvinsi.
19

 

D. Tinjauan  lUmum  lTentang  lPenegakan  lHukum  lPidana  lTindak  lPemilu 

1. Pengertian  lPenegakan  lHukum  lPidana 

Penegakan  lhukum  lialah  lpenerapan  lhukum  l(acara)  lpidana  ldalam  lmenyelesaikan  

lkasus-kasus  lpidana.  lDalam  lliteratur  lhukum  lpidana  ldi  lnegara  lbarat  l(Amerika)  listilah  

lpenegakan  lhukum  lsebagaimana  ldimaksud,  llebih  ldikenal  ldengan  listilah  l“Criminal  

lJustice  lSytstem  lis  lthe  lsysytem  lby  lwhich  lsociety  lfirst  ldetermines  lwhat  lwill  lconstitute  la  

lcrime  land  lthen  lidentifies,  laccuses,  ltries,  lconvicts,  land  lpunishes  lthose  lwho  lviolated  

lthe  lvriminal  llaw”.  lArtinya  lbahwa  lsistem  lperadilan  lpidana  ladalah  lsistem  ldimana  

lmasyarakat  lpertama-tama  lmenentukan  lapa  lyang  lakan  lmerupakan  lkejahatan  ldan  

lkemudian  lmengidentifikasi  ltuduhan,  lmengadili,  ldan  lmenghukum  lmereka  lyang  

lmelanggar  lhukum  lpidana.
20

  lDari  luraian  ltersebut  ljelaslah  lbahwa  lpenegakan  lhukum  

lsebagai  lsuatu  lproses,  ljelas  lbahwa  lia  lharus  lmerupakan  lsuatu  lkesatuan  lproses  

lpelakasanaan  lpenerapan  lhukum,  lhal  lini  lberarti  lsebagai  lsuatu  lproses  lpenegakan  

lhukum  ltersebut  lharus  lterdiri  ldari  lbeberapa  ltahapan  ldimulai  ldari  lpenyelidikan  ldan  

lpenyidikan  lkejahatan,  lpenangkapan,  lpenahanan,  lpemeriksaan  lpendahuluan,  

lpenuntutan,  ldan  lperadilan  lserta  lterakhir  lpelaksanaan  ldilembaga  lpemasyarakatan. 
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Penegakan  lhukum  ldalam  ltindak  lpidana  lpemilihan  lumum  lsama  lhal  lnya  ldengan  

lpenggunaan  lhukum  lpidana,  lsehubungan  ldengan  lpenggunaan  lhukum  lpidana  lVon  

lFeurbach  ldengan  lteorinya  l“Psychologische  lZwang”  lyang  lmenyatakan  lancaman  

lpidana  lmempunyai  lsuatu  lakibat  lpsikologis.  lMaksudnya  lancaman  lpidana  lterhadap  

lorang  lyang  lmelakukan  lsuatu  lkejahatan  ldapat  lmenakutkan  lsetiap  lorang  lyang  

lmelakukannya.  lJadi  lpada  lseseorang  lada  ltekanan  lkejiwaan  lyang  lmerupakan  lsarana  

lpenal  lpada  lprinsipnya  lharus  lmelalui  llangkah-langkah  lsebagai  lberikut.
21

 

a. Perumusan  lnorma-norma  lhukum  lpidana  lyang  lberisi  laspek  lsubsatantif,  

lstruktural,  ldan  lkultural. 

b. Aplikasi  loleh  laparata  lhukum. 

c. Eksekusi  loleh  laparat  lpelaksana. 

Penggunaan  lhukum  lpidana  ltersebut  lbila  ldikaitkan  ldengan  lpenegakan  lhukum  ltindak  

lpidana  lpemilihan  lumum  ldapat  ldi  lpaketkan  ldengan  lpemahaman  ldefinisi  lsanksi  lpidana  

lpemilu  lyang  lmerupakan  lrangkaian  lreaksi  lsebagai  lmanipestasi  ldari  lundang-undang  

lpemilu  lmaupun  lundang-undang  ltindak  lpidana  lpemilu  lterhadap  lpelanggaran  lhukum  

lpemilu  lyang  ldilakukan  loleh  lsubjek  lhukum  ldari  ltahapan  lpenyelidikan,  lpenyidikan,  

lpenuntutan,  ldan  lpemidanaan. 

2. Penegakan  lHukum  lPidana  lTindak  lPidana  lPemilu 

Agar  lpenyelenggaraan  lpemilihan  lumum  lberjalan  laman,  ltertib,  llancar,  lbebas,  

lrahasia,  ljujur,  ladil,  ldan  ltindak  lpidananya  ldapat  lditegakkan  lsecara  lkongkret  lmaka  ldi  

ldalam  lUndang-Undang  lNomor  l8  lTahun  l2012  lTentang  lPemilihan  lUmum  lAnggota  
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lDewan  lPerwakilan  lRakyat,  lDewan  lPerwakilan  lDaerah,  lDan  lDewan  lPerwakilan  

lRakyat  lDaerah,  ldiformulasikan  ltindak  lpidana  lpemilihan  lumum  lyang  ldibedakan  latas  

ldua  lkategori:  l1)  lPelanggaran  ldiatur  ldalam  lPasal  l273  lsampai  ldengan  lPasal  l291;  l2)  

lKejahatan  ldiatur  ldalam  lPasal  l292  lsampai  ldengan  lPasal  l321.  lSejak  lpemilihan  lumum  

langgota  llegislative,  lpemilihan  lumum  lPresiden  ldan  lWakil  lPresiden,  lserta  lpemilihan  

lumum  lKepala  lDaerah  ldan  lWakil  lKepala  lDaerah  ldiselenggarakan  ldi  lera  

lpemerintahan  lreformasi,  lternyata  lmemunculkan  lberbagai  lbentuk  ltindak  lpidana  

lpemilihan  lumum  lyang  lcukup  lmasif  ldi  lseluruh  lwilayah  lIndonesia. 

Para  lpengamat  lpolitik,  lpengamat  lhukum,  ldan  lsebagian  lmasyarakat  lmenilai,  

lpengaturan  ldan  lpenegakan  lhukum  ltindak  lpidana  lpemilu  lmasih  lkurang  lefektif. 

Menurut Buntu, B. (2022)  lhal  lini  ldikarenakan  lberbagai  lfaktor  lantara  llain:
22

 

a. Faktor  lundang-undang  lpemilu  lyang  ldinilai  lkurang  ljelas,  lefektif  ldan  lefisien  

lkarena  ltidak  lmampu  lmencegah  lataupun  lmenanggulangi  lsecara  ltuntas  lterjadinya  

ltindak  lpidana  lpemilihan  lumum  lsecara  lmaksimal  lsetiap  lkali  ldilaksanakannya  

lpemilihan  lumum. 

b. Kualitas  ldan  lkuantitas  laparatur  lpenegak  lhukum  lpemilu  lyang  lkurang  

lprofesional,  lterutama  lpihak-pihak  lyang  ldiberikan  lkewenangan  lmelakukan  

lpengawasan,  lpenyidikan,  lpenuntutan,  ldan  lmengadili  lperkara  ltindak  lpidana  

lpemilu.  lKenyataan  lini  lditunjukkan  loleh  lbanyaknya  lkasus  ltindak  lpidana  lpemilu  

lyang  ldilaporkan  loleh  langgota  lmasyarakat,  lnamun  lyang  ldiproses  lternyata  lhanya  

lsedikit. 

                                                           
22

 Buntu, B., & Qamar, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan 

Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG) 



32 

 

 

c. Keterbatasan  lsarana  latau  lfasilitas  lyang  lmendukung  lpenegakan  lhukum  ltindak  

lpidana  lpemilu.  lHal  lini  lterkait  ldengan  lkondisi  lketerbatasan  lkuangan,  lgeografis,  

ldemografis,  ldan  lluasnya  lwilayah  lIndonesia  lbila  ldibanding  ldengan  laparatur  

lpenegak  lhukum  ltindak  lpidana  lpemilihan  lumum. 

d. Kesadaran  lhukum  lmasyarakat  lyang  lmasih  lrendah  lterhadap  lberlakunya  lundang-

undang  lpemilu.  lHal  lini  lantara  llain  lditunjukkan  loleh  lmaraknya  lperusakan  

lfasilitas  lpemilihan  lumum  lyang  ldilakukan  loleh  lmassa  ldari  lberbagai  lpartai  

lpolitik  ldan  lormas  lsimpatisan  lpartai  lpolitik  ltertentu. 

e. Faktor  lbudaya  lhukum  laparatur  lpenegak  lhukum  ldan  lwarga  lmasyarakat  lyang  

lbelum  lbersesuaian  ldengan  lnorma-norma  lhukum  lyang  lberlaku.  lIni  lditunjukkan  

lantara  llain,  lmasih  ladanya  lintervensi  lpihak-pihak  ltertentu  luntuk  lmempengaruhi  

lproses  lpenegakan  lhukum  ltindak  lpidana  lpemilihan  lumum. 

Kelima  lfaktor  ltersebut  ldi  latas  lsaling  lberkaitan  lkarena  lmerupakan  lesensi  ldari  

lpenegakan  lhukum  ldan  ltolok  lukur  lefektivitas  lpenegakan  lhukum.  lSelain  litu,  ljuga  lada  

ljuga  lfaktor  ldaluarsa  ldalam  lundang-undang  lpemilihan  lumum  lyang  lterlalu  lsingkat,  

lyaitu: 

a. Jika  lperkara  lpelanggaran  lpidana  lpemilu  lmenurut  lUU  lPemilu  ldipandang  ldapat  

lmempengaruhi  lperolehan  lsuara  lpeserta  lpemilu  lmaka  lputusan  lpengadilan  latas  

lperkara  ltersebut  lharus  lsudah  lselesai  lpaling  llama  l5  lhari  lsebelum  lKPU  

lmenetapkan  lhasil  lpemilu  lsecara  lnasional. 

b. Khusus  lterhadap  lputusan  lyang  lberpengaruh  lterhadap  lperolehan  lsuara  lini,  lKPU,  

lKPU  lPropinsi  ldan  lKPU  lKabupaten/Kota  ldan  lpeserta  lharus  lsudah  lmenerima  
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lsalinan  lputusan  lpengadilan  lpada  lhari  lputusan  ldibacakan.  lKPU  lberkewajiban  

luntuk  lmenindaklanjuti  lputusan  lsebagaimana  ldimaksud. 

c. Adanya  lpengecualian  lhukum  lberacara  luntuk  lmenyelesaikan  ltindak  lpidana  

lpemilu  lyang  ldiatur  lberbeda  ldengan  lKUHAP. 

d. Sesuai  ldengan  lsifatnya  lyang  lcepat,  lmaka  lproses  lpenyelesaian  

lpelanggaran/kejahatan  ltindak  lpidana  lpemilu  lpaling  llama  l67  lhari  lsejak  

lterjadinya  lpelanggaran  lsampai  ldengan  lpelaksanaan  lputusan  loleh  lJaksa. 

3. Pihak  lTerkait  lPenegakan  lHukum  lPidana  lTindak  lPidana  lPemilu 

a. Badan  lPengawas  lPemilu  l(Bawaslu) 

Badan  lPengawas  lPemilu  latau  lBawaslu  ldibentuk  lberdasarkan  lperintah  lUndang-

Undang  lno  l22  lTahun  l2007  ltentang  lPenyelenggara  lPemilu.  lSebelumnya,  

lPengawas  lPemilu  lmerupakan  llembaga  ladhoc  lyaitu  lPanitia  lPengawas  lPemilu  

latau  lPanwaslu.  lTepatnya  ltahun  l1982  lUU  lmemerintahkan  lpembentukan  lPanitia  

lPengawas  lPelaksanaan  lPemilu  latau  lPanwaslak  lPemilu,  lyang  lmelekat  lpada  

lLembaga  lPemilahan  lUmum  latau  lLPU.  lBaru  lpada  ltahun  l2003,  lPanwaslu  

ldilepaskan  ldari  lstruktur  lKomisi  lPemilian  lUmum  latau  lKPU.  lKewenangan  

lutama  lPengawas  lPemilu  ladalah  lmengawasi  lpelaksanaan  ltahapan  lPemilu,  

lmenerima  lpengaduan,  lserta  lmenangani  lkasus-kasus  lpelanggaran  ladministrasi,  

lpidana  lPemilu  ldan  lkode  letik.
23

  l 

b. Panitia  lPengawas  lPemilu  l(Panwaslu) 
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Kegiatan  lsaat  lpemantauan  lpenanganan  lpelanggaran  lpemilihan  lumum  lyang  

lbertujuan  luntuk  lmemastikan  lbahwa  lpelanggaran  lyang  ldilakukan  litu  

lmengandung  lunsur  ltindak  lpidana  lyang  ldilakukan  lsecara  lbenar,  ladil,  ldan  

lkonsisten  lsesuai  ldengan  lprosedur  lhukum  lyang  lberlaku. Memantau  lapakah  

lbenar  ldiberlakukannya  lhukum  lpada  lsaat  lterdapat  ltindak  lpidana  lpemilu  latau  

ltidak.  lMenurut  lUndang–Undang  lNomor  l7  lTahun  l2017  ldisebutkan  ladanya  

ldisebut  lBadan  lPengawas  lPemilu  l(Bawaslu),  lBadan  lPengawas  lPemilu  lProvinsi,  

lPanitia  lPengawas  lPemilu  lKabupaten/Kota,  lPanitia  lPengawas  lPemilu  

lKecamatan,  lPengawas  lPemilu  lLapangan,  ldan  lPengawas  lPemilu  lLuar  lNegeri.  

lDengan  ladanya  lpihak  ltersebut  lkita  ljuga  lharus  lmengetahui  lkedudukan  ldan  

lperannya.  lMasing–masing  lpengertiannya  lterdapat  lpada  lPasal  l1  lUndang-

Undang  lNomor  l7  lTahun  l2017  ltentang  lPemilihan  lUmum  lDPR,  lDPD,  ldan  

lDPRD  lyaitu: 

(1) Badan  lPengawas  lPemilu,  lselanjutnya  ldisebut  lBawaslu,  ladalah  llembaga  

lpenyelenggara  lPemilu  lyang  lbertugas  lmengawasi  lpenyelenggaraan  lPemilu  ldi  

lseluruh  lwilayah  lNegara  lKesatuan  lRepublik  lIndonesia. 

(2) Badan  lPengawas  lPemilu  lProvinsi,  lselanjutnya  ldisebut  lBawaslu  lProvinsi  

ladalah  lbadan  lyang  ldibentuk  loleh  lBawaslu  lyang  lbertugas  lmengawasi  

lpenyelenggaraan  lPemilu  ldi  lprovinsi. 

(3) Panitia  lPengawas  lPemilu  lKabupaten/Kota,  lselanjutnya  ldisebut  lPanwaslu  

lKabupaten/Kota,  ladalah  lPanitia  lyang  ldibentuk  loleh  lBawaslu  lProvinsi  lyang  

lbertugas  lmengawasi  lpenyelenggaraan  lPemilu  ldi  lkabupaten/kota. 
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(4) Panitia  lPengawas  lPemilu  lKecamatan,  lselanjutnya  ldisebut  lPanwaslu  

lKecamatan,  ladalah  lpanitia  lyang  ldibentuk  loleh  lPanwaslu  lKabupaten/Kota  

lyang  lbertugas  lmengawasi  lpenyelenggaraan  lPemilu  ldi  lkecamatan  latau  lnama  

llain. 

(5) Pengawas  lPemilu  lLapangan  ladalah  lpetugas  lyang  ldibentuk  loleh  lPanwaslu  

lKecamatan  lyang  lbertugas  lmengawasi  lpenyelenggaraan  lPemilu  ldi  ldesa  latau  

lnama  llain/kelurahan. 

(6) Pengawas  lPemilu  lLuar  lNegeri  ladalah  lpetugas  lyang  ldibentuk  loleh  lBawaslu  

lyang  lbertugas  lmengawasi  lpenyelenggaraan  lPemilu  ldi  lluar  lnegeri. 

Berdasarkan  lpengertian  ldiatas  ldapat  ldisimpulkan  lbahwa  ltugas  lyang  ldiberikan  

litu  lberbeda  l–  lbeda  ldan  lmemiliki  ltanggungjawab  lyang  lberbeda  lpula.  lMenurut  

lperaturan  lBawaslu  lNomor  l4  lTahun  l2008  ltentang  lmekanisme  lpengawasan  

lpemilu,  lyang  ldimaksud  ldengan  lpengawasan  lpemilu  ladalah  lkegiatan  lmengkaji,  

lmengamati,  ldan  lmenilai  lproses  lpenyelenggaraan  lpemilu  lsesuai  ldengan  

lperundang  l–  lundangan.
24

 

c. Pihak  lKepolisian  l 

Pengamanan  lpemilihan  lumum  ldifungsikan  lpihak  lkepolisian  lsebab  lkepolisian  

lmenjadi  lsubjek  lyang  lmasuk  ldalam  lpusaran  lagenda  lpolitik  litu  lsendiri.  

lPemilihan  lumum  lyang  lbebas,  ljujur  ldan  ladil  ljelas  lmerupakan  lindikator  lnegara  

ldemokratis  lyang  ldewasa.  lOleh  lkarenanya,  luntuk  lmenjamin  lkebebasan,  

lkejujuran,  ldan  lkeadilan  ltersebut  ldiperlukan  lperangkat  ladministrasi  ldan  lhukum  
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lyang  ldapat  lmenjamin  lkeamanan  lsetiap  ltahapan  lproses  lpemilihan  lumum.  lSalah  

lsatunya  ladalah  lperan  lkepolisian  ldalam  lmenjamin  lkeamanan  ldan  lmenindak  

lpelanggaran  lyang  lberunsur  lpidana  lsesuai  lundang-undang. 

Di  lNegara  ldemokratis  lmaju  lsekalipun,  lpemilihan  lumum  lbukanlah  lproses  

lyang  ldapat  lbebas  lseratus  lpersen  ldari  lpermasalahan,  lpenyimpangan,  lhingga  

lyang  lmemiliki  lunsur  lpidana.  lMengenai  lkepolisian  ldiatur  ldalam  lUndang–

Undang  lNomor  l2  lTahun  l2002,  lKepolisian  lNegara  lRepublik  lIndonesia  

lmerupakan  lalat  lnegara  lyang  lberperan  ldalam  lmemelihara  lkeamanan  ldan  

lketertiban  lmasyarakat,  lmenegakkan  lhukum  lserta  lmemberikan  lperlindungan,  

lpengayoman,  ldan  lpelayanan  lkepada  lmasyarakat  lagar  lterciptanya  lkeamanan  

ldalam  lnegeri  ldalam  lhal  lini  lkeamanan  lpada  lsaat  lpemilihan  lumum  llegislatif  

lberlangsung.  lTugas  lkepolisian  ldalam  lpenyelesaian  ltindak  lpidana  lpemilu  

lterlibat  lsejak  ltimbul  lmendapat  llaporan  ldari  lBawaslu  latau  lPanwaslu  lProvinsi,  

latau  lPanwaslu  lKabupaten/Kota  lyang  ldianggapnya  lsuatu  ltindak  lpidana  lpemilu.  

lApabila  lpelanggaran  litu  ltidak  lbenar  ladanya,  lmaka  lBawaslu,  lPawaslu  

lKabupaten/Kota  ltidak  lmelimpahkan  lmasalah  lini  lkepada  lkejaksaan. 

Kepolisian  lRepublik  lIndonesia  lmempunyai  ltugas  ldalam  lmenangani  ltindak  

lpidana  lpemilihan  lumum  llegislatif  lyakni: 

(1) Melakukan  lpengamanan  lpada  lsetiap  ltahapan  lpelaksanaan  lpemilihan  lumum  

lagar  ldapat  lberjalan  ldengan  laman  ldan  llancar; 

(2) Melakukan  lpenyidikan  lterhadap  ltindak  lpemilu  lyang  ldilaporkan  lkepada  

lpolri  lmelalui  lBawaslu  latau  lPanwaslu  lKabupaten/kota. 

(3) Melakukan  ltugas  llain  lmenurut  laturan  lperundang  l–  lundangan  lyang  lberlaku. 
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Dalam  lsistem  lperadilan  lpidana  lIndonesia  ltugas  lutama  ldari  lpolisi  lsebagai  

lpenyidik.  lAdapun  lkegiatan  lyang  ldilakukannya  ladalah  lkegiatan  luntuk  

lmelakukan  lpenyelidikan  ldan  lpenyidikan.  lKepolisian  lmerupakan  llembaga  lyang  

lpertama  lkali  lharus  ldilalui  ldalam  lproses  lperadilan  lpidana  l(pintu  lgerbang  lsistem  

lperadilan  lpidana)  lkarena  lmempunyai  lwewenang  luntuk  lmelakukan  lserangkaian  

lkegiatan  lmulai  ldari  lpenyelidikan,  lpenyidikan  lsampai  lditemukannya  ltindak  

lpidana  lyang  ltelah  ldilakukan.  lDidalam  lpenyelesaian  ltindak  lpidana  lpemilu,  

lsebenarnya  ltugas  lpolisi  lsudah  lcukup  lmembantu  lkarena  lperkara  l–  lperkara  lyang  

lditerimanya  lsudah  lmerupakan  lhasil  lpenyaringan  ldari  lPanitia  lPengawas  lPemilu.  

lPanwaslu  lsendiri  lyang  lmenyerahkan  lkasus-kasus  lyang  lmenurutnya  lmemang  

lsudah  lada  lbukti  lawal  lterjadinya  ltindak  lpidana  lpemilu. 

d. Pihak  lKejaksaan 

Selain  ltugas  ldan  lwewenang  ldari  lBawaslu,  lPanwaslu  ldan  lkepolisian  

lselanjutnya  lkita  lmeninjau  ltugas  ldan  lwewenang  ldari  lkejaksaan  lsebagai  lsuatu  

linstansi  lyang  likut  lberperan  lapabila  lterbukti  ladanya  ltindak  lpidana  lpemilu.  

lBerdasarkan  lketentuan  ldalam  lKitab  lUndang-Undang  lHukum  lAcara  lPidana  ldan  

lUndang-Undang  lKejaksaan  ldikaitkan  ldengan  lUndang-Undang  lPemilu,  lmaka  

lperanan  lkejaksaan  ldalam  lmenyelesaikan  ltindak  lpidana  lpemilu  ladalah  

lmelakukan  lpenuntutan  lke  lpengadilan.  lAdapun  ltugas  ldan  lwewenang  lkejaksaan  

ldibagian  lpidana  lyakni: 

(1) Melakukan  lpenuntutan; 

(2) Melaksanakan  lpenetapan  lhakim  ldan  lputusan  lpengadilan  lyang  ltelah  

lmemperoleh  lkekuatan  lhukum  ltetap; 
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(3) Melakukan  lpengawasan  lterhadap  lpelaksanaan  lputusan  lpidana  lbersyarat,  

lputusan  lpidana  lpengawasan,  ldan  lputusan  llepas  lbersyarat; 

(4) Melakukan  lpenyidikan  lterhadap  ltindak  lpidana  ltertentu  lberdasarkan  lUndang  

l–  lUndang; 

(5) Melengkapi  lberkas  lperkara  ltertentu  lberdasarkan  ldan  luntuk  litu  ldapat  

lmelakukan  lpemeriksaan  ltambahan  lsebelum  ldilimpahkan  lke  lpengadilan  lyang  

ldalam  lpelaksanaannya  ldikoordinasikan  ldengan  lpenyidik. 

Di  lkejaksaan  ladalah  linstitusi  lyang  ldapat  lmenentukan  lapakah  lkasus  litu  ldapat  

ldilanjutkan  lke  lpengadilan  latau  ltidak  lsesuai  ldengan  lalat  lbukti  lyang  lsah  ldengan  

laturan  lhukum  lacara  lpidana.  lDari  lsegi  lpolitik  lhukum,  lsejak  ldidalam  lKUHP,  

lpara  lpembuat  lUndang  l–  lUndang  ltelah  lmelihat  ladanya  lsejumlah  lperbuatan  lyang  

lberkaitan  ldengan  lpemilihan  lumum  lyang  lberbahaya  lbagi  lpencapaian  ltujuan  

lpemilihan  lsehingga  lharus  ldilarang  ldan  ldiancam  ldengan  lpidana.
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BAB  lIII 

METODOLOGI  lPENELITIAN 

A. Ruang  lLingkup  lPenelitian 

Penelitian  lhukum  ladalah  lkegiatan  lpengkajian  lilmiah  lyang  ldilakukan  lsecara  lsistematis  

ldengan  lmenggunakan  lmetode  ldan  lpemikiran  lyang  lkonsisten.
25

  lTujuannya  ladalah  luntuk  

lmenganalisis,  lmemahami,  ldan  lmengevaluasi  lberbagai  laspek  lhukum  ltanpa  lterpengaruh  loleh  

lfaktor-faktor  leksternal  lyang  ltidak  lrelevan  ldengan  lfokus  lpenelitian. 

Maka  ldari  litu  ldalam  lkarya  lini,  lpenulis  lmenitikkan  lruang  llingkup  lpada  lpenelitian  lyaitu  

lbagaimana  lupaya  lpenanggulangan  ltindak  lpidana  lpemilu  ldalam  lsentra  lpenegakkan  lukum  

lTerpadu  l(Gakkumdu).  lSerta  lapa-apa  lsaja  lhambatan-hambatan  lyang  ldialami  ldalam  

lpenangulangan  ltindak  lpidana  lpemilu  ldalam  lsentra  lPenegakkan  lHukum  lTerpadu  l(Gakkumdu). 

B. Jenis  lData  l 

Jenis  ldata  ldalam  lpenelitian menurut Ali, Z. (2021),  ldapat  ldibedakan  lmenjadi  ldua  lkategori  

lutama: 

1. Data  lPrimer 

Data  lyang  ldiperoleh  llangsung  ldari  lsumbernya  lmelalui  lobservasi,  lwawancara,  lsurvei,  latau  

leksperimen.  lData  lini  ldihasilkan  llangsung  loleh  lpeneliti  luntuk  lmenjawab  lpertanyaan  

lpenelitian  ldan  lsering  lkali  lmencerminkan  lkondisi  latau  lfenomena  lyang  lterjadi  lsecara  

llangsung  ldi  llapangan.  lPenulis  lakan  lmengkaji  ldan  lmeneliti  lsumber  ldata  lyang  ldiperoleh  ldari  

lberbagai  lsumber. 

2. Data  lSekunder  l 
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Data  lyang  ldiperoleh  ldari  lbahan  lpustaka  latau  lsumber  lyang  lsudah  lada  lsebelumnya,  lseperti  

lbuku,  lartikel  lilmiah,  llaporan,  ldokumen  lhukum,  lundang-undang,  ldan  lperaturan.  lData  

lsekunder  ldigunakan  luntuk  lmendukung  largumen,  lmemberikan  llatar  lbelakang,  latau  

lmemperkaya  lkonteks  lpenelitian. 

C. Jenis  lPenelitian 

Jenis  lpenelitian  lini  lyaitu  lYuridis  lEmpiris,  lyaitu  ldengan  ladanya  ldata-data  llapangan  lsebagai  

lsumber  ldata  lutama,  lberupa  lhasil  lwawancara  ldan  lobservasi  lyang  ldilakukan  lterkait  lupaya  

lpenanggulangan  ltindak  lpidana  lpemilu  lSentra  lPenegakkan  lHukum  lTerpadu  l(Gakkumdu).  

lPenelitian  lempiris  lmerupakan  lmetode  lyang  ldigunakan  luntuk  lmenganalisis  lbukum  lyang  ldilihat  

lsebagai  lperilaku  lmasyarakat  lyang  lselalu  lberinteraksi  ldan  lberhubungan  ldalam  laspek  

lkemasyarakatan.
26

 

Penelitian  lini  ladalah  lpenelitian  lkualitatif  lyang  lmerupakan  lrangkaian  latau  lproses  lmenjaring  

linformasi,  ldari  lkondisi  lsewajarnya  ldalam  lkehidupan  lsuatu  lobjek,  ldihubungkan  ldengan  

lpemecahan  lsuatu  lmasalah,  lbaik  ldari  lsudut  lpandang  lteoritis  lmaupun  lpraktis.  lSebagaimana  

ldengan  lproses  lpenjaringan  linformasi  lsampai  lkepada  lpenyelesaian  lmasalah  lpada  lpenelitian  lini  

lmengenai  lpenegakan  lhukum  lpidana  lterhadap  ltindak  lpidana  lpemilu. 

D. Metode  lPendekatan  lMasalah 

Didalam  lpenelitian  lhukum,  ltentunya  lterdapat  lrumusan  lmasalah  lyang  lharus  ldipecahkan  

latau  ldijawab  loleh  lpenulis.  lDan  ldalam  ltulisannya,  lagar  lhal  litu  lterwujud,  lpenulis  lperlu  lberupaya  

llebih  ldalam  lmencari  lcara  lagar  lhal  ltersebut  lterpecahkan.  l  lDidalam  lhal  lini  ldiperlukan  

lkekonsistenan  ldan  lmetentuan  lrana  loleh  lpenulis  lagar  lpenelitian  ltidak  llari  ldari  lpembahasan.  

lDalam  lpenelitian  lhukum  lterdapat  lbeberapa  lpendekatan,  ldiantaranya  lpendekatan  lUndang-
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Undang  l(statute  lapproach),  lpendekatan  lkasus  l(case  lapproach),  lpendekatan  lhistoris  l(huistorical  

lapproach),  lpendekatan  lkomparatif  l(comparative  lapproach),  ldan  lpendekatan  lkonseptual  

l(conceptual  lapproach).
27

 

Oleh  lsebab  litu,  lpenulis  ldalam  lhal  lini  lmelakukan  lpendekatan  lUndang-Undang  l(statute  

lapproach)  lyang  ldiartikan  lsebuah  lkegiatan  lyang  lmenelaah  lUndang-Undang  lyang  lbersangkutan  

ldengan  lisu  lhukum  lsesuai  ldengan  ltopik  lyang  ldiangkat.  lDan  lAdapun  ldalam  lhal  lini,  lpenulis  lakan  

lmenelaah  lUndang-Undang  lyang  lberkaitan  ldengan  lkebijakan  lhukum  lpidana  ldalam  ltindak  lpidana  

lpemilu,  lsebagai  lmana  ldiatur  ldalam  lUndang-Undang  lRepublik  lIndonesia  lNomor  l7  lTahun  l2023  

lTentang  lPemilihan  lUmum.  lDan  lpenulis  ljuga  lmelakukan  lpendekatan  lkasus  l(case  lapproach),  

lyaitu  lpendekatan  lyang  ldilakukan  ldengan  lcara  lmelakukan  lwawancara  ldi  lBawaslu  lKota  lMedan  

lyang  lbertujuan  luntuk  lmemperoleh  lfakta-fakta  lpenegakan  lhukum  lpenanggulangan  ltindak  lpidana  

lpemilu  lwilayah  lKota  lMedan. 

E. Sumber  lBahan  lHukum 

Dalam  lpenulisan  lhukum,  lsangat  ldiperlukannya  lbahan  lhukum  lyang  ldapat  lmembantu  

lpenulis  ldalam  lperkembanagan  lpenulisan.  lDalam  lpenelitian  lhukum menurtu Ali, Z. (2021) 

terdapat  l2  lsumber  lbahan  lhukum,  lyaitu: 

1. Bahan  lHukum  lPrimer 

Bahan  lhukum  lPrimer  lyaitu  lbahan  lhukum  lyang  ldiartikan  lsebagai  lbahan  lhukum  lyang  

lbersifat  lautoritatif  lyang  lmempunyai  lotoritas.  l  lYang  lmana  lterdiri  ldari  lPerundang-

Undangan,  lcatatan-catatan  lresmi  ldan  lputusan-putusan  lhakim. 

2. Bahan  lHukum  lSekunder 
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Bahan  lhukum  lsekunder  ldiartikan  lsebagai  lbahan  lbhukum  lyang  lberupa  lsemua  lpublikasi  

ltentang  lhukum  lyang  lbukan  lmerupakan  ldokumen-dokumen  lresmi.  lNamun,  lpublikasi  lyang  

lmeliputi  lbuku-buku  lteks,  lkamus  lhukum,  ljurnal  lhukum,  ldan  lkomentar  latas  lputusan  

lpengadilan. 

Dalam  lpenulisan  lini,  ldata  lyang  ldikembangakan  loleh  lpenulis  lyaitu  lberupa  ldara  lprimer  ldan  

lsekunder  lyang  lberupa  lpenulis  lmengumpulkan  ldata  lyang  ldiperoleh  ldari  lhasil  lwawancara  lyang  

ldilakukan  lpenulis  ldengan  linstansi  lyang  lbertugas  ldi  lBawaslu  lKota  lMedan  ldan  ldata-data  lyang  

ldikaji  ldari  lberbagai  lkajian  lkepustakaan,  ljurnal,  lbuku,  ldan  lperaturan  lPerundang-Undangan  lyang  

lberkaitan  ldengan  lupaya  lPenanggulangan  lTindak  lPidana  lPemilu  lSentra  lPenegakkan  lHukum  

lTerpadu  l(Gakkumdu). 

F. Metode  lPenelitian 

Dalam  lpenelitian  lini,  lpenulis  lmelakukan  l2  lupaya  ldalam  lpengumpulan  lbahan  lhukum  lyakni  

ldengan  lmetode  lwawancara  l(interview)  luntuk  lmemperoleh  lbahan  lhukum  lprimer,  ldan  

lpengumpulan  lbahan  lhukum  lstudi  lkepustakaan  l(library  lresearch)  lyang  lbertujuan  luntuk  

lmemperoleh  lbahan  lhukum  lsekunder  lmaupun  lbahan  lhukum  ltersier.
28

  lTeknik  lwawancara  lyang  

ldigunakan  ldalam  lpenelitian  lini  ladalah  lwawancara  lterstruktur  lyang  ldigunakan  lsebagai  lpedoman  

lpertanyaan  lyang  ltelah  ldisusun  lberkaitan  ldengan  lmasalah  lyang  lditeliti  lberurpa  ltanya  ljawab  lpada  

lpihak  lyang  lmenangani  lkasus  ltindak  lpidana  lpemilu.  lDan  lStudi  lKepustakaan  l(library  lresearch)  

lyang  ldilakukan  luntuk  lmemperoleh  lbahan  lhukum  lsekunder  lmaupun  lbahan  lhukum  ltersier  lberupa  

lPeraturan  lPerundang–Undangan,  lbuku-buku,  lartikel  ldan  ljurnal–jurnal  lyang  lberhubungan  ldengan  

ltindak  lpidana  lpemilu. 
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G. Metode  lAnalis  lBahan  lHukum 

Analisis  lbahan  lhukum  lmerupakan  lsuatu  lproses  lpenyederhanaan  ldata  ldalam  lbentuk  lyang  llebih  

lmudah  luntuk  ldipahami  lyang  lmerupakan  ldata  lyang  ldiperoleh  ldari  lkepustakaan  lyang  ldianalisis  

lsecara  ldeskriptif  lkualitatrif.  lMetode  lkualitatif  ldigunakan  luntuk  lmenaganalisis  lpemaparan  lhasil-

hasil  lpenulisan  lyang  lsudah  ldisistematiskan  ltersebut  ldengan  lkajian  ldari  lteori-teori  lhukum  ldan  

lhukum  lpositif.  lAnalisis  ldata  lkualitatif  ldilakukan  ldengan  lpemikiran  lberdasarankan  lpenalaran-

penalaran  luntuk  ldapat  lmengambil  lkesimpulan  lyang  llogis  lsebelum  ldisusun  ldalam  lbentuk  lsebuah  

llaporan  lpenelitian.  lDalam  lhal  lini,  lanalisis  lbahan  lhukum  ldilakukan  ljuga  lsebagai  lupaya  

lmemberikan  lkajian  lyang  ldapat  lmemberi  lkritik,  ltentangan,  ldukungan  lserta  lkomentar  lyang  ldapat  

lmenghasilkan  lkesimpulan.  lDalam  lpenelitian  lini,  lakan  lmenggunakan  lanalisis  lkualitatif,  lyaitu  

lanalisis  ldata  lyang  ldidapat  ldari  llokasi  lpenelitian  ldan  lsecara  lsistematis  lmemperoleh  lkesimpulan  

ldan  lmampu  lmenjawab  lrumusan  lmasalah  lyang  lada  ldalam  lpenelitian  lini  lserta  lmampu  lmemberi  

lsaran 

 


